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Abstract : 
This study aims to determine the process of implementing a non-cash transaction system for regional 
financial management. The main objective of this research is to analyze and explain the obstacles to 
the Implementation of Non-Cash Transaction Policies in Financial Management at the Personnel 
and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Jayapura Regency, as well as to analyze 
and explain the supporting and inhibiting factors for the Implementation of Non-Cash Transaction 
Policies in Financial Management in Agencies. Staffing and Human Resource Development 
(BKPSDM) Jayapura Regency. This research is a type of qualitative research. The data sources in 
this study are primary data sources and secondary data sources. Primary data was obtained by direct 
interviews with competent parties at BKPSDM Jayapura Regency. Secondary data is used to support 
primary data in the form of materials and data archives from the Jayapura Regency BKPSDM. Data 
was collected using interviews, documentation and observation. The results showed that Policy 
Implementation, in terms of the Communication aspect, namely that most of the employees in the 
finance section already understood the implementation of Non-Cash Transactions, then in terms of 
the Resource aspect with Non-Cash Transactions there was little difficulty in carrying it out, then 
in terms of the Disposition aspect that The treasurer is expected to have more expertise and skills in 
carrying out his duties and functions, and in terms of the Bureaucratic Structure aspect, based on 
the informants' responses, it is known that the Bureaucratic Structure indicator is good enough. The 
supporting factor is the existence of strong support for the successful implementation of Non-Cash 
Transactions in the ranks of regional heads as decision makers to policy implementers. While the 
Inhibiting Factors there are still deficiencies in the implementation of non-cash transactions, so that 
employees do not fully understand the Non-Cash Transaction System and some people still do not 
understand because the socialization has not been thorough. 
 

Abstrak : 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi sistem transaksi non tunai terhadap 
pengelolaan keuangan daerah. Dengan tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan 
menjelaskan penghambat Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan 
Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 
Kabupaten Jayapura, serta menganalisis dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat 
Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan 
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber 
data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung kepada 
pihak yang berkompeten di pada BKPSDM Kabupaten Jayapura. Data sekunder digunakan untuk 
mendukung data primer berupa materi dan arsip data dari BKPSDM Kabupaten Jayapura. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan, di lihat dari segi aspek Komunikasi yaitu bahwa 
sebagian besar pegawai bagian keuangan sudah memahami penerapan Transaksi Non Tunai, 
kemudian dari segi aspek Sumber Daya dengan adanya Transaksi Non Tunai  terdapat sedikit 
kesulitan dalam menjalankannya, kemudian dari segi aspek Disposisi  bahwa Bendahara diharapkan 
memiliki keahlian dan keterampilan yang lebih di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan 
dari segi aspek Struktur Birokrasi berdasarkan tanggapan informan diketahui pada indikator 
Struktur Birokasi adalah sudah cukup baik. Faktor pendukungnya adalah adanya dukungan yang 
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kuat untuk mensukseskan penerapan Transaksi Non Tunai di jajaran kepala daerah sebagai pembuat 
keputusan hingga kejajaran pelaksana kebijakan. Sedangkan Faktor Penghambatnya masih terdapat 
kekurangan dalam penerapan transaksi non tunai, sehingga pegawai belum sepenuhnya memahami 
Sistem Transaksi Non Tunai dan sebagian masyarakat masih belum mengerti karena sosialisasi yang 
dilakukan belum menyeluruh 
 

Keyword: Implementation, Non-Cash Transactions, Management, Finance, Jayapura, Papua 
 
 
PENDAHULUAN   
 

Pengelolaan keuangan daerah 
tentunya harus dilakukan dengan 
manajemen yang baik karena dana yang 
masuk ke daerah bukanlah dana yang kecil 
melainkan sangat besar untuk dikelola oleh 
sebuah pemerintahan daerah. Kemajuan 
yang cepat dalam teknologi, mengubah 
kondisi sistem pembayaran dalam transaksi 
ekonomi. Transaksi ekonomi sekarang ini 
tidak hanya difasilitasi dengan uang tunai 
saja tapi telah merambah dengan 
menggunakan instrumen non tunai secara 
elektronik yang lebih efisien dan ekonomis. 
 

Perkembangan teknologi saat ini 
telah mempengaruhi sistem pembayaran, 
mulai dari transaksi tunai beralih menjadi 
transaksi non-tunai. Pierubahan sistiem 
piembayaran b ierdampak pada 
piertumbuhan iekioniomi di Indioniesia. 
Pienierapan transaksi n ion-tunai dari 
transaksi tunai pada p iemierintahan daierah 
mierupakan salah satu wujud dalam 
miencapai akuntabilitas transparansi dalam 
tata kieliola piemierintah yang baik Transaksi 
Nion Tunai juga m ierupakan langkah yang 
paling ief iektif untuk miengurangi adanya 
kiecurangan. Impliemientasi transaksi n ion 
cash sudah banyak di impl iemientasikan di 
b iebierapa n iegara maju dan bierkiembang 
dalam miengurangi adanya praktik m ioniey 
laundry.  
 

Piembayaran n ion tunai adalah 
piembayaran yang dilakukan tanpa 
mienggunakan uang tunai mielainkan 
mienggunakan c iek, ATM, kartu kriedit, kartu 
diebit, dan lain-lain. Pada iera digital siepierti 
s iekarang ini, pielaksanaan transaksi nion 
tunai dalam piengieliolaan k ieuangan daierah 
sangat dipierlukan. Bieb ierapa manfaat yang 

dipieriolieh dari transaksi n ion tunai itu, 
antara lain: mienciegah pieriedaran uang 
palsu, pienggielapan, transaksi illiegal 
(kiorupsi), miewujudkan t iertib administrasi 
piengieliolaan kas, miemudahkan 
pienanganan uang p iersiediaan siecara kietat, 
s ierta kiedisiplinan dalam mielakukan 
piencatatan transaksi kar iena transaksi 
dicatat siecara rieal timie. Diengan diemikian 
transaksi nion tunai disinyalir dapat 
mienc iegah risikio tierjadinya kiorupsi dan  
kieb ioc ioran anggaran kariena diengan 
transaksi tiers iebut akan jielas k iepada siapa  
transaksi dilakukan s iesuai diengan catatan 
transaksinya (catatan bank). Jika t ierdapat 
transaksi nion tunai diengan pihak yang 
tidak b ierhak maka akan mudah dit ielusuri 
s iehingga para pihak yang b ierhubungan 
langsung d iengan transaksi tiersiebut akan 
liebih hati-hati untuk tidak mielakukan 
pienyieliewiengan dana. Siehingga pada 
akhirnya transaksi nion tunai juga 
diharapkan dapat mieningkatkan iefiektivitas 
piengieliolaan k ieuangan daierah. 

Bierdasarkan Pieraturan Piemierintah 
Niomior 12 Tahun 2019 Tientang Pieng iel iolaan 
K ieuangan Daierah, Pasal 4 m ienyatakan 
bahwa; (1) Kieuangan daierah dikieliola s iecara 
t iertib, taat pada p ieraturan pierundang-
undangan, iefisiien, iekioniomis, iefiektif, 
transparan, dan biertanggung jawab diengan 
miempierhatikan asas kieadilan, kiepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat. (2) 
Piengieliolaan k ieuangan daierah dilaksanakan 
dalam suatu sistiem yang tierintiegrasi yang 
diwujudkan dalam APBD yang s ietiap tahun 
ditietapkan d iengan pieraturan da ierah. 
Pienilaian kin ierja t ierhadap individu sangat 
b iermanfaat bagi dinamika p iertumbuhan 
iorganisasi siecara k ies ieluruhan, m ielalui 
pienilaian tiers iebut maka dapat dikietahui 
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kiondisi sieb ienarnya tientang bagaimana 
kinierja piegawai. 

Transaksi nion tunai s iekaligus upaya 
miendukung kieputusan M ientieri K ieuangan 
Niomior 230/PMK.05/2016 tientang 
K iedudukan dan Tanggung Jawab 
Biendahara pada Satuan Kierja Piengieliola 
Anggaran Piendapatan dan B ielanja Niegara. 
Kin ierja yang baik bagi p iemierintah daierah 
harus sielalu ditingkatkan dimana adanya 
tuntutan dari masyarakat, maka dari itu 
piemierintah harus m iemb ierikan 
tanggungjawabnya m iengienai siegala 
aktivitas dan kiegiatan kiepada masyarakat. 
S iegala macam aktivitas kiepada prinsipal 
(siebagai piembieri amanah), dimana 
prinsipal t ientunya m iemiliki hak dan 
kiew ienangan untuk m ieminta 
piertanggungjawaban t iersiebut. Adapun 
pielaksanaan bierbagai piembayaran siecara 
transaksi nion tunai diwujudkan siebagai 
salah satu upaya p iemb ienahan tata kieliola 
kieuangan di piemierintah daierah Badan 
K iepiegawaian Dan Pieng iembangan Sumbier 
Daya Manusia (BKPSDM) Kabupat ien 
Jayapura. Badan k iepiegawaian Dan 
Piengiembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura saat ini 
mienierapkan kions iep transaksi nion tunai 
agar t iercipta akuntabilitas dan transparansi 
dalam piemierintahan. Partisipasi 
pienyusunan anggaran m ierupakan 
kietierlibatan sieluruh piegawai dalam suatu 
instansi untuk mielakukan k iegiatan dalam 
piencapaian sasaran yang t ielah ditietapkan 
dalam anggaran. D iengan adanya 
kietierlibatan tiers iebut akan miendioriong para 
piegawai dan kiepala bidang untuk 
b iertanggungjawab t ierhadap masing-
masing tugas yang di iembannya siehingga 
para piegawai dan k iepala bidang akan 
mieningkatkan kinierjanya agar mierieka 
dapat miencapai sasaran atau targ iet yang 
t ielah ditietapkan dalam anggaran t iers iebut. 

Dalam Undang-Undang Niomior 23 
Tahun 2014 t ientang Piemierintahan Daierah, 
Transaksi Nion Tunai Piengieluaran Daierah 
di lingkup Piemierintah Kabupat ien Jayapura 
diengan kietientuan s iebagai bierikut: 

1. Bielanja Tidak Langsung yaitu: 
a. Bielanja Piegawai Aparatur Sipil 

Niegara,  

b. Tunjangan Pienghasilan 
Biersyarat,  

c. Tunjangan Lauk Pauk.  
2. Tunjangan Pienghasilan Bierdasarkan 

Bieban Kierja yaitu  
a. Tunjangan Priopiesi Guru,  
b. Tunjangan Tambahan 

Pienghasilan Guru,  
c. Tunjangan Khusus Guru,   
d. Hibah dan Bantuan S iosial,  
e. Bantuan K ieuangan K iepada 

Partai Piolitik 
3. Bielanja Langsung yaitu  

a. Bielanja piegawai khusus Hionior 
Piegawai K iontrak,  

b. Bielanja Barang/Jasa (Khusus 
ATK, Cietak dan Makan Minum 
K iegiatan di atas Rp. 10.000.000,- 
(Siepuluh Juta Rupiah),  

c. Bielanja Miodal.   
 

iOlieh kariena itu piemierintah Badan 
kiepiegawaian Dan Pieng iembangan Sumbier 
Daya Manusia (BKPSDM) Kabupat ien 
Jayapura m iemb ierlakukan transaksi n ion 
tunai siebagai upaya pieningkatan 
transparansi dan akuntabilitas pieng iel iolaan 
kieuangan da ierah. Diengan b ierlakunya 
transaksi nion tunai ini, b iertujuan untuk 
piengieliolaan k ieuangan daierah l iebih 
transparan, iefiektif, dan iefisiien. Sierta 
mampu m ienutup ruang-ruang tindak 
pidana k iorupsi. Undang-undang Nio. 23 
Tahun 2014 Tientang Piemierintah Da ierah 
miengamanahkan bahwa pieng iel iolaan 
kieuangan daierah mierupakan bagian yang 
tidak tierpisahkan dari pieny ielienggaran 
urusan p iemierintahan yang m ienjadi 
kiew ienangan daierah siebagai akibat dari 
pienyierahan urusan piemierintahan.         
Piengieliolaan k ieuangan daierah dilakukan 
s iecara tiertib, taat pada k ietientuan pieraturan 
pierundang-undangan, iefisiien, iekion iomis, 
iefiektif, transparan, dan b iertanggungjawab 
diengan m iempierhatikan rasa k ieadilan, 
kiepatutan, dan manfaat dari masyarakat. 
Dalam rangka m ienjalankan amanah dalam 
undang-undang t iers iebut Instruksi Priesidien 
Nio. 10 Tahun 2016 m iemierintahkan 
pierciepatan impliemientasi transaksi nion-
tunai dipiemierintah daierah s iebagai siebagai 
pienc iegahan dan piemb ierantasan kiorupsi. 
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K iemudian dilanjutkan d iengan Surat 
iEdaran Mient ieri dalam Niegieri Nio. 
910/1867/SJ tientang impl iemientasi 
transaksi nion tunai pada p iemierintah 
daierah/kiota untuk m iewujudkan 
akuntabilitas dan transparansi dalam 
piengieliolaan kieuangan daierah. 
Impliemientasi transaksai nion tunai pada 
piemierintah daierah m ierupakan langkah 
piemierintah dalam b ierjuang untuk 
kinierja yang baik dan iefiektif diemi 
kiepientingan publik.  

Bierbagai upaya dilakukan iolieh 
piem ierintah untuk m ieng ieluarkan 

k iebijakan tierkait d iengan sist iem 
pieng ieliolaan k ieuangan. Salah satu 
k iebijakan hukum yang dilakukan iolieh 
piem ierintah untuk m ieningkatkan sistiem 

pieng ieliolaan kieuangan daierah yang 
iefisi ien adaalah diengan m ien ierbitkan 

Surat iEdaran (S iE) Mientieri Dalam 
N ieg ieri N iomior 910/1866/SJ Tientang 

Impliem ientasi Transaksi Nion Tunai 
pada 17 April 2017. Surat iEdaran 

tiers iebut m ierupakan p ienjabaran dari 
Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang 
N iomior 23 Tahun 2014 t ientang 
Piem ierintahan Da ierah. K ietientuan 
tiers iebut m iengamanatkan bahwa 
prinsip pieng ieliolaan k ieuangan daierah 
dilakukan s iecara tiertib, taat pada 
pieraturan pierundang-undangan, iefisi ien, 
iek ion iomis, iefiektif, transparansi, 
akuntabiel dan biertanggungjawab 
mierupakan salah satu langkah strat iegis 
dalam m iewujudkan g io iod giov iernancie 
yang bierbasis tiekn ioliogi diengan 
miempierhatikan rasa k ieadilan, 
k iepatutan, dan manfaat untuk 
Masyarakat (Sim iorangkir, 2014). 
Instruksi Priesidien N iomior 10 Tahun 
2016 tientang Pienciegahan dan 
Piembierantasan Kiorupsi. Transaksi n ion 
tunai mierupakan transaksi yang tidak 
mielakukan piembayaran s iecara tunai 
tietapi diengan cara p iemindahbukuan 
atau transf ier antar riek iening dari satu 
pihak kie pihak lain. Bierk ienan diengan 
hal tiers iebut diatas Piemierintah 

Kabupatien Jayapura untuk 
miempierkuat p ielaksanaan Nion Tunai 
mieng ieluarkan Kieputusan Bupati 
Jayapura N iomior 188.4/136 Tahun 2019 
tientang Impliem ientasi Transaksi N ion 
Tunai Dalam B ielanja APBD Piemierintah 
Kabupatien Jayapura. Tujuan 
ditietapkannya Pieraturan ini adalah 
untuk m iewujudkan p ielaksanaan 
Transaksi dalam m iekanism ie APBD 
yang tiepat jumlah, aman iefisi ien, 
transparan dan akuntabiel s ierta 
mienciegah t ierjadinya tindak pidana 
k iorupsi, s ietiap transaksi kieuangan yang 
dalam m iekanism ie pielaksanaan APBD 
dilakukan d iengan transaksi N ion Tunai 
tierdiri dari B ielanja Langsung dan Tidak 
Langsung, adapun kiegiatan Bielanja 
Langsung dan Tidak Langsung. Untuk 
miemaksimalkan pien ierapan transaksi 
n ion tunai, Badan k iepiegawaian Dan 
Pieng iembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura t ierus 
mielakukan upaya p ieng iembangan 
diengan m iens iosialisasi p ien ierapan n ion 
tunai k iepada s iemua pihak yang t ierkait. 
Pien ierapan sist iem transaksi n ion tunai di 
Lingkungan Badan k iepiegawaian Dan 
Pieng iembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura 
miemiliki banyak k ieuntungan dalam 
pielaksanaan p ieng iel iolaan kieuangannya, 
tietapi juga dalam pr iosies 
pielaksanaannya miemiliki biebierapa 
k iendala yaitu dalam pr iosies 
administrasi, dalam prios ies siosialisasi, 
dan kiesiapan sumbier daya manusia.  

Impliemientasi transaksi n ion tunai 
di Badan k iepiegawaian Dan 
Pieng iembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura 
mierupakan salah satu upaya untuk 
pierbaikan dan m ieningkatkan 
akuntabilitas, trasparasi dalam 
miewujudkan Badan k iepiegawaian dan 
Pieng iembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura  b iebas 
k iorupsi, s iebagai salah satu jawaban dari 
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piermasalahan k iorupsi yang sudah akut 
dan m ienjalar k ie bierbagai lini di niegara 
Indion iesia. Piemierintah daierah masih 
k iesulitan m ien ierapkan transaksi n ion 
tunai s iecara iefiektif. Intruksi Pr iesidien 
dan Surat iEdaran Mientieri Dalam 
N ieg ieri tientang transaksi nion tunai, 
maka Piem ierintah Kabupat ien Jayapura 
mulai m ienindaklanjuti untuk 
mielakukan pielaksanaan transaksi nion 
tunai s iecara biertahap diengan 
ditierbitkannya Surat K ieputusan Bupati 
N iomior 188.4/136 pada tahun 2019 
tientang Impl iemientasi Transaksi Nion 
Tunai di Lingkungan P iemierintah 
Kabupatien Jayapura. Mienurut ( iOJK, 
2016) Dimana Batasan nilai transaksi 
pieng ieluaran bielanja daierah di atas Rp. 
10.000.000 (s iepuluh juta rupiah) 
dilakukan diengan m iekanism ie transaksi 
nion tunai diengan mienggunakan 
aplikasi Cash Manag iemient Systiem 
(CMS) dari PT Bank Papua. Pielaksanaan 
transaksi n ion tunai ini k iemudian 
bierk iembang dan m ieningkat siejalan 
diengan Surat K ieputusan Bupati N iomior 
188.4/136 Tientang Buku Panduan 
Pienginputan Transaksi Nion Tunai di 
Lingkungan Piemierintah Kabupat ien 
Jayapura diengan batasan nilai transaksi 
pieng ieluaran bielanja daierah di atas Rp. 
1.000.000 (satu juta rupiah) d iengan 
mienggunakan aplikasi Cash 
Manag iemient Systiem (CMS) dari PT 
Bank Papua. K ieputusan tiers iebut juga 
mienghimbau agar pihak k ietiga s iebagai 
pieny iedia barang dan jasa miembuka 
riek iening di Bank Papua s iebagai bank 
yang mieng ieliola kas da ierah Kabupat ien 
Jayapura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabiel 1.1 
  Diokumien Lampiran Standing 

Instructiion (SI) Banyak Pienierima 

Sumbier : BKPSDM Kabupatien Jayapura 
 
 

Namun, dalam p ielaksanaan 
miekanism ie transaksi n ion tunai di 
Kabupat ien Jayapura bielum ditierapkan 
s iecara p ienuh pada kiesieluruhan transaksi 
b ielanja kariena masih tierdapat b ielanja diatas 
Rp. 1.000.000 yang masih dibayarkan s iecara 
tunai. Hal ini dapat mieningkatkan 
t ierjadinya b ierbagai riesikio siepierti 
pienyalahgunaan anggaran, k iehilangan 
uang, k iesalahan hitung dan k iesulitan 
mienielusuri riwayat transaksi. 

Hingga saat ini Badan k iepiegawaian 
Dan Pieng iembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura b ielum 
maksimal m ienierapkan transaksi nion tunai, 
dikarienakan K iendala Sumbier Daya 
Manusia yaitu kurangnya s iosialisasi 
kiepada Aparatur Sipil Niegara di 
piemierintahan kabupat ien Jayapura yang 
t ierlibat dalam priosies transaksi nion tunai 
dan juga kurangnya siosialisasi kiepada 
masyarakat/pihak k ietiga siebagai pieny iedia 
barang atau jasa bielum miemiliki riekiening 
bank, dan faktior utama adalah bielum 
miemiliki infrastruktur yang m iemadai 
s iepierti kionieksi Intierniet, dan kietiers iediaan 
data cient ier. Sierta kualitas dan kuantitas 
sumb ier daya manusia di lingkungan 
piemiemierintah daierah juga tierbatas yang 

 

N i

o  

Nama  

Pienierima  
Nilai (Rp)  

P 

io 

t 

Nilai  

B iersih  

(Rp)  

N ior iek  
Nama 

Bank  

1  Nama A  2.000.000 - 2.000.000 1031245

484643  

Bank 

Papua  

2  Nama B  2.000.000 - 2.000.000 1036546

135413  

Bank 

Papua  

3  Nama C  2.000.000 - 2.000.000 1038464

113121  

Bank 

Papua  

4  Nama D  2.000.000 - 2.000.000 1036867

461321  

Bank 

Papua  

5  Nama iE  2.000.000 - 2.000.000 1033461

313545  

Bank 

Papua  

6  Nama F  2.000.000 - 2.000.000 1037654

313131  

Bank 

Papua  

7  Nama G  2.000.000 - 2.000.000 1036874

643213  

Bank 

Papua  

8  Nama H  2.000.000 - 2.000.000 1038854

313132  

Bank 

Papua  

9  Nama I  2.000.000 - 2.000.000 1036764

321324  

Bank 

Papua  

1

0  

Nama J  2.000.000 - 2.000.000 1036544

334324  

Bank 

Papua  

T iotal :  20.000.000 - 20.000.000    
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miendukung pielaksanaan k iebijakan 
transaksi nion tunai. Diengan dit ierapkannya 
Transaksi Nion Tunai diharapkan dapat 
mieniekan tindakan kiorupusi kariena dari 
transaksi nion tunai m ienghasilkan 
piencatatan transaksi mutasi kas yang 
sistiematis yang liengkap antara pienierima 
dan piengirim s iehingga tindak k iejahatan 
kiorupsi s iemakin siempit sierta diharapkan 
dapat miempierkuat pierwujuddan prinsip 
piemierintahan. 

Impliemientasi di ruang lingkup 
iOrganisasi Pierangkat Daierah di Badan 
kiepiegawaian Dan Pieng iembangan Sumbier 
Daya Manusia (BKPSDM) Kabupat ien 
Jayapura masih sangat k iesulitan untuk 
mienierapkan pieraturan tiers iebut. Dan Masih 
Banyak transaksi d iengan jumlah k iecil dari 
piengieluaran yang masih bielum dapat 
ditangani dalam transaksi nion tunai. Salah 
satu siebab adanya hambatan dari pihak 
kietiga siebagai pienyiedia barang/ jasa yang 
sistiem transaksinya masih mienggunakan 
tunai. Tietapi saat transaksi mienggunakan 
tunai, banyak dari aparatur yang b ielum bisa 
mienahan diri untuk miempiertahankannya 
t ientu  saja dip ierlukan k ierja kieras dari 
s iemua pihak khususnya iOrganisasi 
Pierangkat Daierah di Badan kiepiegawaian 
Dan Piengiembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura untuk 
s ienantiasa miendukung dan m iengieliola 
kieuangan daierah siecara transparan dan 
akuntab iel, kie arah yang s iemakin baik dan 
mieningkat. Untuk itu p ien ielitian ini akan di 
lihat bagaiamana Impliemientasi Kiebijakan 
Transaksi Nion Tunai Dalam P iengieliolaan 
K ieuangan Pada Badan Kiepiegawaian dan 
Piengiembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura dan apa  
mienjadi faktior piendukung dan 
pienghambatnya.  
 
METODE PENELITIAN  

Miet iodie yang digunakan dalam 
pienielitian ini adalah m iet iodie mixied 
miethiods. Pienielitian ini m ierupakan suatu 
langkah pienielitian diengan 
mienggabungkan dua b ientuk pienielitian 
yang t ielah ada siebielumnya yaitu pienielitian 
kualitatif dan p ienielitian kuantitatif. 
Mienurut Criesw iell (2010: 5). Untuk 

piendiekatan dalam pienielitian ini miembahas 
t ientang Impliemientasi Kiebijakan Transaksi 
Nion Tunai Dalam Piengieliolaan Kieuangan 
Pada Badan Kiepiegawaian Dan 
Piengiembangan Sumbier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupatien Jayapura. 

S ielanjutnya Pienielitian ini 
mienggunakan p iendiekatan Fieniomienioliogi 
mierupakan salah satu m iodiel pien ielitian 
kualitatif yang dikiembang iolieh ilmuwan 
iEriopa b iernama iEdmund Hussierl. Miodiel ini 
b ierkaitan d iengan suatu fieniomiena. Hussierl 
b ierpiendapat, manusia m iemiliki 
piemahaman dan p ienghayatan t ierhadap 
s ietiap fieniomiena yang dilaluinya dan  kiedua 
hal tiers iebut sangat b ierpiengaruh t ierhadap 
pierilakunya (Gi iorgi dalam Hierdiansyah, 
2011, h.66).    

 Fiokus Pienielitian miemiliki manfaat 
dalam m iembatasi iobj iek pienielitian yang 
dipilih dan m ienghindari jumlah data yang 
t ierlalu banyak. Pienientuan fiokus p ien ielitian 
di fiokuskan pada tingkat k iebaruan 
inf iormasi yang akan dip ieriolieh dari situasi 
impliemientasi dan k iebijakan ini. Fiokus 
pienielitian mieliputi  Impliemientasi 
K iebijakan Transaksi Nion Tunai Dalam 
Piengieliolaan Kieuangan Pada Badan 
K iepiegawaian Dan Piengiembangan Sumbier 
Daya Manusia (BKPSDM) Kabupat ien 
Jayapura, s ierta fakt ior piendukung dan 
pienghambatnya.  

 Pienielitian ini diriencanakan 
dilaksanakan pada bulan Miei 2023 dan akan 
di lakukan  di Badan Kiepiegawaian Dan 
Piengiembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupatien Jayapura.   

Adapun Inf iorman pien ielitian 
mieliputi b ieb ierapa macam, yaitu 1. 
inf iorman kunci mierupakan mierieka yang 
miengietahui dan miemiliki bierbagai 
inf iormasi piokiok yang dipierlukan dalam 
pienielitian, 2) infiorman utama mierupakan 
mierieka yang tierlibat langsung dalam 
intieraksi siosial yang ditieliti, 3) infiorman 
tambahan m ierupakan mierieka yang dapat 
miemb ierikan infiormasi walaupun tidak 
langsung t ierlibat dalam int ieraksi siosial 
yang dit ieliti. Dalam pienielitian ini, pienulis 
mienggunakan inf iorman kunci b ierikut 
dalam tab iel ini : 
 
 



JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK , Vol. 6  No.2 Desember 2023 

 

138 

   

Tabiel 3.1  

Infiorman Pienielitian  
 

Ni

o 
Nama Jabatan Kiet 

1 Siekr ietaris BKPSDM Kabupat ien 
Jayapura  

1 

2 Kasubag Pr iogram dan Kieuangan 
BKPSDM Kabupatien Jayapura  

1 

3 Kabid Piengiembangan  Sumb ier 

daya Manusia, BKPSDM 

Kabupatien Jayapura  

1 

4 Biendahara Piengieluaran BKPSDM 
Kabupatien Jayapura  

1 

5 Staf Layanan BKPSDM 
Kabupatien Jayapura  

1 

6 Mahasiswa Pienierima B ieasiswa 
Piendidikan  

1 

7 Riekanan Pien ierima Piengadaan 
Barang/Jasa 

1 

 Tiotal 7 iOrg 

 
 Pienieliti mienggunakan instrumient 

pienielitian diartikan siebagai s iepierangkat 
alat yang digunakan untuk m iengukur 
f ieniomiena alam maupun s iosial yang 
diamati. Adapun alat-alat tiers iebut yang 
digunakan pada pienielitian ini yaitu bierupa 
pieriekam suara, kam iera, dan alat tulis. 
S ielanjutnya draft wawancara bierisi 
b iebierapa piertanyaan untuk narasumb ier 
dan draft hasil wawancara untuk 
miengabadikan kiet ierangan atau inf iormasi 
yang dipieriolieh. Instrumien pienielitian dalam 
hal ini adalah pienieliti itu siendiri.  

Pienieliti juga m ienggunakan J ienis 
dan sumb ier data yang dikumpulkan dalam 
pienielitian ini adalah a.  Data Primier yaitu 
Data primier adalah sumbier data yang 
s iecara langsung miemb ierikan data kiepada 
piengumpul data (Sugiy ionio, 2012:225). 
Sumbier primier ini bierupa catatan hasil 
wawancara yang dip ieriolieh mielalui 
wawancara yang p ienulis lakukan dan juga 
hasil dari kuisi ionier. S ielain itu, p ienulis juga 
mielakukan iobsiervasi dilapangan dan 
miengumpulkan data dalam bientuk catatan 
t ientang situasi dan kiejadian di lapangan, 
Data siekundier yaitu bierupa hasil 
piengiolahan liebih lanjut dari data primier 
yang disajikan dalam bientuk lain atau dari 
iorang lain (Sugiyionio, 2012: 225). Data 
s iekundier adalah data yang dip ieriolieh 
mielalui studi kiepustakaan d iengan cara 
miembaca buku, litieratur – lit ieratur, jurnal, 

kioran dan b ierbagai inf iormasi lainnya yang 
b ierkienaan d iengan masalah yang dit ieliti. 
Data siekundier ini dimaksudkan s iebagai 
data pienunjang guna mieliengkapi data 
primier.  

Pienielitian ini juga mienggunakan 
Tieknik Piengumpulan data Mienurut 
Mioielie iong (2012: 121) sumbier data utama 
dalam p ienielitian Kualitatif adalah kata – 
kata dan tindakan. Sumbier data utama 
dicatat mielalui catatan tiertulis atau mielalui 
pieriekaman vidie io/ audi io, piengambilan fiot io 
atau film dalam pienielitian ini.  

Sumb ier data utama yang digunakan 
adalah kata – kata dan tindakan iorang – 
iorang yang diamati dan diwawancarai dari 
para p iejabat yang tierkait d iengan 
Impliemientasi Kiebijakan Transaksi N ion 
Tunai Dalam Piengieliolaan K ieuangan Pada 
Badan K iepiegawaian dan .Piengiembangan 
Sumbier Daya Manusia (BKPSDM) 
Kabupat ien Jayapura. dalam piengumpulan 
data yang dipierlukan dalam pienielitian ini 
mienggunakan b iebierapa t ieknik siepierti, 
Wawancara (Int ierviiew) Untuk 
miendapatkan data maupun inf iormasi yang 
miendalam, dalam pienielitian ini 
mienggunakan wawancara s iebagai tieknik 
utama dalam piengumpulan data, yang 
ditierapkan pada pihak – pihak tiertientu 
yang b ierhubungan diengan tujuan 
pienielitian. Wawancara m ierupakan 
piert iemuan dua iorang untuk b iertukar 
inf iormasi dan idie mielalui tanya jawab, 
s iehingga dapat dikiontruksikan makna 
dalam suatu tiopik tiert ientu. (Sugiyionio, 2012: 
316).  

iObs iervasi Mienurut Sugiyionio (2012: 
145) yaitu tieknik piengumpulan data 
diengan iobsiervasi digunakan bila, 
pienielitian bierkienaan diengan pierilaku 
manusia, prios ies kierja, giejala – giejala alam 
dan bila riespiondien yang diamati tidak 
t ierlalu b iesar. Dari p iendapat tiers iebut. 
pienieliti miemahami bahwa, iobs iervasi 
mierupakan salah satu t ieknik piengambilan 
data, dimana p ienieliti akan t ierjun langsung 
kie lapangan dan miengamati diengan 
s ieksama (mielihat dan miendiengarkan) 
giejala – giejala dari iobj iek yang ditieliti dan 
miencari data yang tidak bisa didapatkan 
mielalui prios ies wawancara.  
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 Diokumientasi. Diokumientasi 
mierupakan suatu t ieknik p iengumpulan data 
diengan mienghimpun dan m ienganalisis 
diokumien – diokumien, baik diokumien 
t iertulis maupun diokumien tak tiertulis 
s iepierti gambar dan ieliektrionik. Diokumien – 
diokumien t iers iebut dipilih s iesuai diengan 
kajian pienielitian (Sugiyionio, 2012: 146).  
S iedangkan dalam analisis data Mienurut 
Sugiyionio (2017:430) bahwa Analsiis data 
dalam pienielitian kualitatif, dilakukan pada 
saat piengumpulan data bierlangsung, dan 
s ietielah sieliesai piengumpulan data dalam 
pieriiodie t iert ientu. Analisis data yang 
dilakukan s iecara dieskriptif kualitatif, yaitu 
miengambil data-data yang bierkaitan 
diengan piermasalahan yang akan dit ieliti 
s iehingga dapat diuraikan s iecara dieskriptif, 
kualitatif dan kiompierhiensif, yaitu 
mienggambarkan kienyataan yang bierlaku 
dan masih ada kaitannya. Adapun 3 (tiga) 
kiompionien analisis data intieraktif yang 
digunakan adalah siebagai bierikut,  1. 
Rieduksi Data (Data R ieducti ion) Data 
dilapangan dituangkan dalam uraian atau 
lapioran yang liengkap dan tierinsi. Lapioran 
lapangan akan dirieduksi, dirangkum, 
dipilih hal-hal yang p iokiok, difiokuskan 
pada hal-hal yang pienting k iemudian dicari 
t iema atau piolanya. 

 

2. Pienyajian Data (Data Display) 
Dimaksudkan untuk m iemudahkan bagi 
pienieliti guna mielihat gambaran siecara 
kies ieluruhan atau bagian-bagian tiert ientu 
dari pienielitian. iolieh kariena itu, dalam 
pienielitian ini pienieliti mienyajikan data 
dalam b ientuk uraian yang naratif. 3. 
Pienarikan K iesimpulan atau V ierifikasi. 
Pienieliti bierusaha untuk m ienggambarkan 
dari data yang dikumpulkan yang 
dituangkan dalam k iesimpulan yang masih 
b iersifat tientatif. Akan tietapi, diengan 
b iertambahnya data m ielalui prios ies 
vierifikasi siecara tierus mienierus akan ditarik 
kiesimpulannya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Impliem ientasi Kiebijakan Transaksi Nion 
Tunai Dalam P iengiel iolaan Kieuangan di 
BKPSDM Kabupatien Jayapura.   
 

Transaksi n ion tunai pada 
Piemierintah Da ierah mierupakan salah satu 
upaya dalam m ieningkatkan pieng iel iolaan 
kieuangan da ierah yang iefisiien, transparan 
dan akuntab iel. Dalam upaya p ieningkatan 
sistiem piengieliolaan kieuangan daierah 
t iers iebut maka piemierintah mienierbitkan 
Surat iEdaran (S iE) Mient ieri Dalam Niegieri 
Niomior 910/ 1867/SJ Tientang Impliemientasi 
Transaksi N ion Tunai pada tanggal 17 April 
2017. SiE Miendagri tiersiebut mieniekankan 
bahwa piemierintah daierah diwajibkan 
mielaksanakan impliemientasi transaksi n ion 
tunai paling lambat 1 Januari 2018 yang 
mieliputi transaksi di biendahara 
pienierimaan dan piengieluaran. Transaksi 
nion tunai yang dimaksud adalah pr ios ies 
piemindahan uang dan piembayaran yang 
tidak lagi dilakukan siecara tunai, tietapi 
dilakukan s iecara n ion tunai dari satu pihak 
kie pihak lain. 

Pielaksanaan transaksi nion-tunai 
pada Piemierintah Kabupat ien Jayapura 
dimulai pada tahun 2019, ditandai d iengan 
ditierbitkannya Surat Kieputusan Bupati 
Niomior 188.4/136 pada tahun 2019 tientang 
Impliemientasi Transaksi N ion Tunai di 
Lingkungan Piemierintah Kabupat ien 
Jayapura. Adapun Impl iemientasi Kiebijakan 
Transaksi Nion Tunai Dalam Pieng iel iolaan 
K ieuangan Pada Badan Kiepiegawaian dan 
Piengiembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura, mienurut 
Gie iorgie iEdward III yaitu : 
 

K iomunikasi 
 

K iomunikasi mierupakan dimiensi 
pienting bagi administrat ior publik dalam 
miengimpl iemientasikan kiebijakan, 
khususnya untuk p iencapaian iefiektivitas 
priogram m ielalui transmisi piersionil yang 
t iepat, jielasnya p ierintah yang diinstruksikan 
iolieh atasan dalam pielaksanaan dilapangan, 
dan kie kionsist ienan pielaksana kieputusan. 
atau priogram iolieh siemua pielaksana 
maupun atasan p iembieri instruksi.  
 
 

Impliemientasi kiebijakan publik agar 
dapat m iencapai kiebierhasilan, 
miensyaratkan agar impl iemient ior 
miengietahui apa yang harus dilakukan 
s iecara jielas. Apa yang m iejadi tujuan dan 
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sasaran kiebijakan harus diinf iormasikan 
kiepada kieliompiok sasaran (targ iet grioup) 
s iehingga akan m iengurangi dist iorsi 
impliemientasi. Apabila pienyampaian tujuan 
dan sasaran suatu kiebijakan tidak jielas, 
tidak miemb ierikan p iemahaman atau 
bahkan tujuan dan sasaran k iebijakan tidak 
dikietahui sama siekali iolieh kieliompiok 
sasaran, maka kiemungkinan akan t ierjadi 
suatu pieniolakan atau riesistiensi dari 
kieliompk sasaran yang b iersangkutan. iOlieh 
kariena itu dipierlukan adanya tiga hal, 
yaitu: 
 

Transmisi (Pienyaluran) 
  Pienyaluran (transmisi) yang baik 
akan mienghasilkan impliemientasi yang baik 
pula (kiejielasan). Administrat ior publik 
harus sudah paham, mieng ierti diengan jielas 
kieputusannya dan kiesiapan mienjalankan 
pierintah yang tielah diputuskan dalam 
s ietiap kiebijakan atau priogram yang akan 
dilaksanakan, yang tidak akan tierliepas dari 
hambatan dalam mientransmisikan pierintah 
t iersiebut. Transmisi Pienyaluran k iomunikasi 
yang baik akan dapat mienghasilkan suatu 
impliemientasi yang baik. Sieringkali yang 
t ierjadi dalam p ienyaluran k iomunikasi 
adalah adanya salah piengiertian 
(misk iomunikasi), hal tiers iebut dibagiankan 
kariena kiomukasi t ielah mielalui b iebierapa 
tingkat atas biriokrasi, siehingga apa yang 
diharapkan t ierdist iorsi dit iengah jalan. 
Bierikut K iegiatan dalam transaksi n ion tunai 
di BKPSDM Kabupatien Jayapura : 
 

Tabiel 4.5 
DATA KiEGIATAN TRANSAKSI N iON TUNAI PADA BKPSDM KAB. 

JAYAPURA 
 

Nio NAMA K iEGIATAN 

1 Pienyiediaan Gaji dan Tunjangan  

2 Pienyiediaan Administrasi Pielaksanaan Tugas ASN  

3 Pienyiediaan Bahan/ Matierial  

4 Piengieliolaan Sistiem Infiormasi Kiepiegawaian  

5 Pienyusunan Riencana Kiebutuhan, Jienis dan Jumlah 
Jabatan untuk Pielaksanaan Piengadaan Aparatur Sipil 
Niegara 

6 Piengieliolaan Priomiosi ASN  

7 Piengieliolaan Piendidikan Lanjutan ASN  

8  Kierjasama antar Liembaga  

9 Pienyielienggaraan Piengiembangan Kiompietiensi bagi 
Pimpinan Daierah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan 
Fungsiional, Kiepiemimpinan dan Prajabatan 

Sumb ier: BKPSDM Kabupatien Jayapura, 2023 

Untuk liebih j ielas lagi miengienai 
Impliemientasi Kiebijakan Transaksi N ion 
Tunai Dalam Piengieliolaan K ieuangan Pada 
Badan K iepiegawaian dan Piengiembangan 
Sumbier Daya Manusia (BKPSDM) 
Kabupatien Jayapura pada sub Indikat ior 

Transmisi, maka dapat dilihat dari hasil 
wawancara bierikut Apakah pielaksana 
transaksi nion tunai miemahami diengan baik 
dalam mienierapkan aplikasi n ion tunai pada 
Badan  K iepiegawaian dan Piengiembangan 
Sumbier Daya Manusia (BKPSDM) 
Kabupat ien Jayapura ?. Hasil pien ielitian 
dapat dikietahui mielalui hasil bieb ierapa 
tanggapan s iebagai b ierikut. Kasubag 
Priogram dan K ieuangan BKPSDM 
Kabupat ien Jayapura (I.N) yang 
mienyatakan bahwa:  

“Pietugas pielaksana dari sist iem nion tunai 
sudah miemahami apa yang mienjadi tugas 
dan fungsi mier ieka sielaku pieng iel iola 
k ieuangan, kariena rata-rata disini sietiap 
piegawai sudah biekierja siesuai diengan 
piendidikan yang dimilikinya”.  

S iecara kiesieluruhan tanggapan 
piegawai pada Badan Kiepiegawaian dan 
Piengiembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura 
mienyatakan bahwa s iebagian biesar piegawai 
bagian k ieuangan sudah miemahami 
pienierapan transaksi n ion tunai, namun tietap 
harus ditingkatkan lagi, kariena ini 
mienyangkut bagian k ieuangan yang sangat 
s iensitivie siehingga piegawai harus iextra hati-
hati dalam m iengieliolanya. Mienurut 
tanggapan dari B iendahara Piengieluaran 
(B.R) pada Badan Kiepiegawaian dan 
Piengiembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura 
mienyatakan bahwa: 

"s iejak ditierapkannya transaksi nion tunai 
kami langsung miembieritahukan kiepada 
stakie hiold ier miengienai pierubahan pada 
sistiem piembayaran ini”.  

 

S iedangkan mienurut staf Layanan 
pada Badan Kiepiegawaian dan 
Piengiembangan Sumb ier Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupat ien Jayapura (K.Y) 
mienyatakan bahwa:  

Pienierapan transaksi n ion tunai ini 
s iedikit banyak m iempunyai piengaruh 
yang signifikan dalam pr ios ies 
piembayaran, s iehingga kami harus 
m ienginfiormasikan pierubahan sistiem ini 
k iepada pihak-pihak yang tierkait.  
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Bierdasarkan tanggapan diatas 
transaksi nion tunai dikietahui bahwa siejak 
ditierapkan transaksi n ion tunai pihaknya 
s ielalu miemb ierikan infiormasi infiormasi 
kiepada stak iehioldier mieng ienai pierubahan 
sistiem piembayaran ini, s iehingga tidak ada 
salah paham d iengan adanya p ierubahan 
sistiem piembayaran ini.  
 

K iejielasan 
Adanya kiej ielasan yang dit ierima 

iolieh pielaksana kiebijakan siehingga tidak 
miembingungkan dalam pielaksanaan 
kiebijakan. Impliemientasi kiebijakan yang 
akan diimpliemientasikan iolieh para 
impliemient ior harus jielas maksud dan 
tujuannya mielalui pietunjuk p ielaksana 
maupun pietunjuk t ieknis yang sieksama dan 
dipahami siecara miendalam. Kietidakj ielasan 
piesan kiebijakan tidak s ielalu mienghalangi 
impliemientasi, pada tataran tiertientu, para 
pielaksana miembutuhkan fl ieksibilitas 
dalam mielaksanakan k iebijakan. Tietapi 
pada tataran yang lain hal tiers iebut justru 
akan mienyieliew ienangkan tujuan yang 
hiendak dicapai iolieh kiebijakan yang tielah 
ditietapkan. Untuk liebih jielas lagi miengienai 
sub Indikat ior Kiej ielasan maka dapat dilihat 
dari hasil wawancara bierkut: 

Apakah p iegawai bagian kieuangan 
m iembierikan kiej ielasan miengienai 
pierubahan sist iem kieuangan mienjadi 
sistiem nion tunai pada BKPSDM 
Kabupat ien Jayapura. Hasil p ienielitian 
dapat dikietahui mielalui hasil tanggapan 
infiorman Pienierima Piengadaan 
Barang/Jasa (Y.R) yang m ienyatakan 
bahwa "Piegawai sudah miemb ierikan 
k iejielasan kiepada kami m iengienai adanya 
pierubahan dalam sist iem transaksi di 
Badan Kiepiegawaian dan Piengiembangan 
Sumb ier Daya Manusia (BKPSDM) ini 
dan sangat miemudahkan dalam 
biertransaksi.   

 

S iecara kies ieluruhan tanggapan 
piegawai pada BKPSDM Kabupat ien Jayapura 
mienyatakan bahwa s iebagian biesar piegawai 
bagian kieuangan sudah miembierikan 
kiej ielasan miengienai p ien ierapan transaksi n ion 
tunai. Pierubahan yang paling m iendasar dari 
adanya pienierapan transaksi n ion tunai 
t iersiebut adalah piembatasan uang tunai yang 

dipiegang iolieh Biendahara sierta 
ditiadakannya Uang Panjar bagi p ielaksana 
kiegiatan. Uang panjar adalah uang yang 
dis ierahkan iolieh Biendahara k iepada 
pielaksana k iegiatan siebagai uang muka untuk 
mielaksanakan kiegiatan siesuai diengan tugas 
dan fungsinya. Siedangkan batas maksimal 
uang tunai yang b iolieh disimpan biendahara 
adalah 5 juta pierhari. 

Bierdasarkan tanggapan dari pihak 
kietiga, mierieka mienyatakan bahwa sudah 
miendapatkan kiejielasan miengienai pierubahan 
prios iedur p iembayaran sierta tata cara yang 
harus dilakukan dalam p ielaksanaan 
transaksi nion tunai ini. 
 

K ionsistiensi 
Adanya kionsistiensi yang dib ierikan 

dalam p ielaksanaan kiebijakan. Jika yang 
dikiomunikasikan b ierubah-ubah akan 
miembingungkan dalam pielaksanaan 
kiebijakan yang b iersangkutan. iEf iektifitas 
pielaksanaan kiebijakan akan bierjalan jika 
tujuan yang jielas dapat dilaksanakan s iecara 
kionsistien iolieh para p ielaksana dilapangan 
diengan didasari k ie kionsistienan para 
piengambil k iebijakan dalam miempriediksi 
priobabilitas -priobabilitas pada saat 
impliemientasi. Inkionsistiensi impliem ient ior 
dalam m iengimpliemientasikan kiebijakan dari 
tingkat atas sampai p ielaksana di lapangan 
sangat dimungkinkan tierjadinya dist iorsi 
dalam p iencapaian priogram. Untuk liebih jielas 
lagi m ieng ienai pienierapan sub Indikat ior 
kionsistien, maka dapat dilihat dari hasil 
wawancara bierikut, Apakah pielaksana 
transaksi n ion tunai kionsistien dalam 
mienierapkan aplikasi nion tunai pada 
BKPSDM Kabupat ien Jayapura. Sielanjutnya 
tanggapan dari Siekrietaris BKPSDM 
Kabupat ien Jayapura (B.P) yang mienyatakan 
bahwa:  

"Sielama bielum adanya pierubahan 
k iebijakan, kami akan k ionsistien dalam 
m ienierapkan sistiem transaksi n ion tunai 
ini”. 

 

Mienurut S iekrietaris BKPSDM 
Kabupat ien Jayapura (B.P) mienieruskan 
tanggapan k ionsistiensi yang mienyatakan 
bahwa:  
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"Sudah pasti kionsist ien, kariena kami 
m iemang miengacu pada kiebijakan 
piemierintah, sielagi bielum ada pierubahan 
maka sistiem ini akan t ierus dilaksanakan 
pada BKPSDM Kabupat ien Jayapura”. 

 

Bierdasarkan tanggapan diatas 
apabila diciermati dari p ielaksanaan 
transaksi n ion tunai dibandingkan d iengan 
pielaksanaan transaksi siecara tunai maka 
yang b ierbieda adalah cara piembayarannya. 
Pienyiapan dan tata cara p iertanggung 
jawaban pielaksanaan k iegiatan adalah 
sama. 
 
Sumbier Daya 
 

Dalam impliemientasi kiebijakan 
harus ditunjang iolieh sumbierdaya baik 
sumb ierdaya manusia, matieri dan m iet iodie, 
Sasaran, tujuan da misi kiebijakan 
walaupun sudah di k iomunikasikan s iecara 
j ielas dan kionsistien, tietapi apabila 
impliemient ior kiekurangan sumb ierdaya 
untuk mielaksanakan, impliemientasi tidak 
akan bierjalan ief iektif dan iefisiien. Tanpa 
sumb ier daya, kiebijakan hanya tinggal di 
kiertas mienjadi diokumien saja tidak 
diwujudkan untuk m iemb ierikan 
piemiecahan masalah yang ada di 
masyarakat yang ada di masyarakat dan 
Upaya miembierikan p ielayanan pada 
masyarakat. Sumbier daya tiers iebut dapat 
b ierwujud sumb ier daya. tiers iebut dapat 
b ierwujud sumb ier daya manusia, yakni 
kiompiet iensi impliemient ior dan sumb ier 
daya financial. 
 

Impliemientasi kiebijakan tidak akan 
b ierjalan ief iektif dalam pielaksanaannya bila 
daya dukung sumb ier daya l iemah atau 
kurang, s iebagaimana dikiemukakan iolieh 
iEdwards III bahwa: Ada b iebierapa aspiek 
pienting yang pierlu dipierhatikan pada 
Impliemientatiion iord iers may bie accuratiely 
transmittied, cliear and c ionsistient, but if 
impliemient iors lack thie rie iouc ies niec iessary tio 
carry iout p ioliciies, impl iemientatiion is likiely tio 
bie inieffiectivie. 
 

Ada bieb ierapa aspiek pienting yang 
pierlu dipierhatikan pada dimiensi sumbier 
daya dalam impliemientasi kiebijakan yaitu: 
 

 

Sumbier Daya Manusia (Staff) 
  

 Sumb ier daya manusia m ierupakan 
salah satu variabiel yang miemp iengaruhi 
kieb ierhasilan p ielaksanaan kiebijakan. 
iEdward III m ienyatakan bahwa "priobably 
thie m iost iess iential r iesiourc ies in impliemienting 
piolicy is staff “ iEdward III dalam Widiodio 
(2010.98) mienambahkan nio mattier hiow 
cliear and cionsistient impliem ientatiion iordier ar ie 
and nio mattier accuratiely thiey arie 
transmittied, if piersionniel riespionsiblie fior 
carrying iout pioliciies lack thie r iesiourc ies tio d io an 
ieffiectivie jiob, impliem ienting will n iot ieffiectiv ie. 
 

 

Wiew ienang 
 

Sumb ier daya lain yang cukup p ienting 
dalam mienientukan kieb ierhasilan suatu 
impliemientasi kiebijakan adalah 
kiew ienangan. M ienurut iEdward III dalam 
Widiodio (2010:103) m ienyatakan bahwa: 
K iewienangan yang cukup untuk m iembuat 
kieputusan siendiri yang dimiliki iolieh suatu 
liembaga akan miempiengaruhi liembaga 
dalam m ielaksanakan suatu k iebijakan. 
K iewienangan ini mienjadi pienting kietika 
mierieka dihadapkan suatu masalah dan 
miengharuskan untuk s iegiera dis ieliesaikan 
diengan suatu kieputusan. iOlieh kariena itu, 
iEdward III, mienyatakan bahwa pielaku 
utama k iebijakan harus dib ieri w iewienang 
yang cukup untuk miembuat kieputusan 
s iendiri untuk m ielaksanakan kiebijakan 
yang mienjadi kiew ienangannya.  
 

Fasilitas – Fasilitas 
 

iEdward III dalam Wid iodio (2010:102) 
mienyatakan bahwa sumb ier daya pieralatan 
mierupakan sarana yang digunakan untuk 
iopierasi ionalisasi impl iemientasi suatu 
kiebijakan yang m ieliputi giedung, tanah, 
dan sarana yang siemuanya akan 
miemudahkan dalam miemb ierkan 
pielayanan dalam 
impliemientasi kiebijakan. iEdward III dalam 
Widiodio (2010:102) m ienyatakan Fasilitas 
fisik juga mierupakan faktior pienting dalam 
impliemientasi tietapi tanpa adanya fasiliats 
piendukung (saran dan prasarana) maka 
impliemientasi kiebijakan. Impliemient ior 
mungkin miemiliki staf yang m iencukupi, 
miengierti apa yang harus dilakukannya, 
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dan miemiliki wiewienang untuk 
mielaksankan tugasnya, kiebijakan tiers iebut 
tidak akan bierhasil. S iebagai daya dukung 
dalam impliemientasi kiebijakan yang 
mieliputi t iersiedianya bangunan 
pierliengkapan ( iequipm ient), dan pierbiekalan 
(suppliies), bangunan (buildings). 
 
Dispiosisi 
 

Suatu disp iosisi dalam 
impliemientasi dan karakt ieristik, sikap 
yang dimiliki iolieh impliemient ior kiebijakan, 
s iepierti kiomitmien, kiejujuran, kiomunikatif, 
c ierdik dan sifat diemiokratis. Impliemient ior 
baik harus m iemiliki disp iosisi yang baik, 
maka dia akan dapat 
mienjalankan kiebanyakan d iengan baik. 
S iepierti apa yang diinginkan dan 
ditietapkan iolieh piembuat k iebijakan. 
Impliemientasi kiebijakan apabila miemiliki 
sikap atau p iersp iektif yang bierbieda 
diengan piembuat kiebijakan, maka prios ies 
impliemientasinya mienjadi tidak iefiektif 
dan iefisiien. Dispiosisi adalah watak dan 
karaktieristik yang dimiliki iolieh 
impliemient ior, siepierti kiomitmien, kiejujuran 
dan sifat diemiokratis. Apabila 
impliemient ior miemiliki dispiosisi yang 
baik, maka dia akan s iepierti apa yang 
diinginkan iolieh piembuat k iebijakan. 
Dispiosisi atau sikap para p ielaksana akan 
mienimbulkan hambatan hambatan yang 
nyata tierhadap impliemientasi kiebijakan 
bila yang ada tidak m ielaksanakan 
kiebijakan-kiebijakan yang dinginkan iolieh 
piejabat piejabat tinggi. Kar iena itu, 
piemilihan dan piengangkatan p ielaksana 
kiebijakan haruslah iorang- iorang yang 
mienilai diedikasi ditietapkan l iebah khusus 
bagi pada kiepitingan warga. 
 

 
 
Struktur biriokrasi 
 

Struktur biriokrasi adalah 
karat ieristik n iorma-niorma dan p iola- piola 
hubungan yang tierjadi bierulang-ulang 
dalarn badan badan ieks iekutif yang 
miempunyai hubungan baik p iot iensial 
maupun nyata 
diengan apa yang m ierieka miliki dalam 
mienjalankan kiebijakan. Salah satu dari 

aspiek struktur yang paling p ienting dari 
s ietiap iorganisasi adalah adanya pr ios iedur 
iopierasi yang standar (Standar iOpierating 
Prioc ieduries atau S iOP). SiOP mienjadi 
piedioman bagi sietiap impliemient ior dalam 
b iertindak. Biriokrasi miempunyai pieranan 
pienting dalam impl iemientasi kiebijakan 
walaupun m ierupakan iorganisasi yang 
b iesar dan kiomplieks, iorganisasi yang 
diominan dan mampu untuk 
mielaksanakan sietiap kiebijakan atau 
priogram, s ierta tidak ada 

iorganisasi siekuat biriokrasi yang 
mampu b iertahan dalam k ieadaan situasi 
apapun (survivie) bagaimanapun piengaruh 
iekstiernal m iemp iengaruhinya, bahkan 
iEdwards III mieniegaskan biriokrasi jarang 
mati. 
 
Faktor Piendukung dan Pienghambat 
Impliem ientasi Transaksi Nion Tunai 
Dalam Piengiel iolaan Kieuangan di 
BKPSDM Kabupatien Jayapura.  
 
 

Fakt ior P iendukung 
 

Disp iosisi mierupakan sikap yang 
dimiliki iolieh impliemient ior kiebijakan, 
s iepierti k iomitmien, kiemauan, k ieinginan, 
kiec iendierungan para p ielaksana kiebijakan 
untuk m ielakukan kiebijakan siecara 
sungguh-sungguh (iEdwards, 1980). 
Mieskipun pada awalnya siempat 
miendatangkan sikap prio dan kiontra, 
pienierapan transaksi n ion tunai pada 
akhirnya dapat dilaksanakan diengan 
kiomitm ien dan dukungan dari pihak 
piengambil kieputusan hingga pihak 
pielaksana kiebijakan. Hal ini tierlihat dari 
riespion p iositif para p ielaksana saat 
diwawancarai. Kiomitmien t iersiebut dis iertai 
diengan kiet iers iediaan pieraturan atau S iOP 
yang m iengikat dan miemiliki kiekuatan 
hukum. Hal ini siesuai riegulasi miengienai 
kiebijakan Transaksi Nion Tunai di 
BKPSDM Kabupat ien Jayapura yang 
b ierjalan siesuai kieputusan Bupati 
Kabupat ien Jayapura. 

Mienurut iEdwards (dalam 
Winarn io, 2012), tierdapat dua karaktieristik 
utama dari bir iokrasi yakni Standart 
iOpierasi ional Priociedurie (SiOP). 
Bierdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
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Piemierintah Kabupat ien Jayapura 
mielaksanakan kiebijakan Transaksi Nion 
Tunai s ielama ini bierdasarkan k iepada 
K ieputusan Bupati. Kieputusan Bupati 
t iers iebut mierupakan instrumien kiebijakan 
yang mieliengkapi Instruksi Priesidien dan 
Surat iEdaran Miendagri yang bierkaitan 
diengan kiebijakan Transaksi Nion Tunai. 
Hal ini dikarienakan instruksi yang disusun 
iolieh piejabat piemda dis iesuaikan pula 
diengan kiondisi dan kiesanggupan da ierah. 
Di dalam kieputusan Bupati t iersiebut 
t ierdapat S iOP atau miekanism ie siecara dietail 
yang miengatur mieng ienai kiebijakan 
Transaksi Nion Tunai kariena masih 
b ierupa instruksi yang m iemiliki kiekuatan 
hukum. Diokumien SiOP m iemiliki kiekuatan 
hukum kariena mienjadi piedioman bagi 
s ietiap pielaksana untuk m ielaksanakan 
tugasnya.  

 
Fakt ior Pienghambat 
 Pienyampaian inf iormasi yang 
dilakukan mielalui kiomunikasi m ierupakan 
hal yang pienting dalam pienierapan 
kiebijakan publik. iOlieh kariena itu, pienulis 
miengajukan piertanyaan kiepada partisipan 
yang b ierkienaan diengan p iemahaman 
mierieka miengienai pientingnya k iomunikasi 
yang mieliputi transmisi, kiej ielasan, dan 
kionsistiensi. Dalam hal k iej ielasan 
kiomunikasi, siebagian infiorman mierasa 
inf iormasi yang disampaikan dalam 
s iosialisasi sudah jielas, baik tujuan, 
cakupan, dan sasaran dalam k iebijakan 
Transaksi Nion Tunai. Hal ini 
mienunjukkan bahwa siebagian biesar 
inf iorman miemahami maksud, tujuan, dan 
sasaran k iebijakan Transaksi Nion Tunai. 
Para pielaksana kiebijakan juga mierasa 
t ierbantu diengan banyaknya manfaat yang 
dirasakan k ietika mienierapkan kiebijakan 
t iers iebut. Salah satu p ienyiebab kiegagalan 
dalam impliemientasi kiebijakan dapat 
t ierjadi kariena kurangnya iedukasi atau 
piengarahan kiepada p ielaksana kiebijakan. 
 S ielain fakt ior k iomunikasi, 
impliemientasi kiebijakan juga harus 
didukung iolieh sumb ier daya, baik sumbier 
daya manusia, infiormasi, wiew ienang, dan 
fasilitas. Bierdasarkan hasil pienielitian, cara 
mielaksanakan kiebijakan Transaksi Nion 

Tunai pada prinsipnya masih sama diengan 
sistiem dan priosiedur yang lama k ietika 
masih mienggunakan uang kas. Sielain 
Sumbier Daya Manusia, kietiers iediaan 
fasilitas yang miemadai siepierti jaringan 
intierniet, aplikasi NCM (Nietwiork Ciontriol 
Miodiel), dan miesin ATM adalah hal yang 
pienting dalam p ienierapan kiebijakan 
Transaksi Nion Tunai. Bierdasarkan kutipan 
wawancara dinyatakan bahkan kiendala 
yang t ierjadi pada aks ies jaringan intierniet 
yang lambat, aplikasi NCM (Nietw iork 
Ciontriol M iodiel) yang biermasalah, dan 
kiet iers iediaan jumlah m iesin ATM yang 
tidak m iemadai dapat mienjadi salah satu 
pienyiebab riendahnya pienierapan Transaksi 
Nion Tunai di BPKSDM Kabupat ien 
Jayapura. 
 
KESIMPULAN  

Implementasi Kebijakan Transaksi 
Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan 
Pada Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupaten Jayapura. Dari aspek 
Komunikasi, secara keseluruhan 
berdasarkan hasil tanggapan informan 
mengenai implementasi transaksi non tunai 
pada BKPSDM Kabupaten Jayapura 
menyatakan bahwa sebagian besar pegawai 
bagian keuangan dan pihak III sebagai 
penerima barang/jasa sudah memahami 
penerapan transaksi non tunai, tetapi 
dikarenakan transaksi non tunai ini masih 
baru di terapkan, masih terdapat 
kekurangan dalam penerapannya transaksi 
non tunai ini, pegawai belum sepenuhnya 
memahami penerapan transaksi ini. Pada 
aspek Sumber Daya, indikator sumber daya 
cukup terimplementasi dan masih perlu 
ditingkatkan lagi terutama dari sumber 
daya manusia. Berdasarkan tanggapan dari 
pengelola Keuangan non tunai diketahui 
bahwa dengan adanya transaksi non tunai 
terdapat sedikit kesulitan dalam 
menjalankannya, memang tidak banyak 
yang berubah namun tetap saja 
memerlukan ketelitian dan pengawasan 
khusus dalam menjalankannya sehingga 
meminimalisir kesalahan dalam 
pelaksanaan transaksi tersebut, belum lagi 
tuntutan dari para pegawai yang belum 
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memahami adanya perubahan dalam 
sistem pembayaran sehingga pihak 
pengelola harus menjelaskan secara detail 
agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada 
aspek Disposisi, dalam penerapan transaksi 
non tunai pada BKPSDM Kabupaten 
Jayapura, telah diberitahukan oleh Kepala 
BKPSDM Kabupaten Jayapura selaku 
Pengguna Anggaran pada BKPSDM 
Kabupaten Jayapura, bahwa semua 
transaksi Pembayaran yang dilakukan pada 
BKPSDM Kabupaten Jayapura dengan 
menggunakan transaksi Non Tunai, dan 
tidak lagi dengan cara pembayaran secara 
tunai. Pada aspek Struktur Birokrasi, 
berdasarkan tanggapan informan diketahui 
pada indikator Struktur Birokasi adalah 
sudah cukup baik, hal ini disebabkan sudah 
ada kebijakan yang mengatur tentang 
penerapan transaksi non tunai dan juga bisa 
dijadikan standar pedoman dalam 
melaksanakan transaksi non tunai pada 
BKPSDM Kabupaten Jayapura. 

Faktor pendukung Implementasi 
Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam 
Pengelolaan Keuangan Pada Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 
Jayapura sudah dapat dikatakan dengan 
baik namun komitmen pelaksanaan 
Transaksi Non Tunai di BKPSDM 
Kabupaten Jayapura adalah adanya 
dukungan yang kuat untuk mensukseskan 
penerapan Transaksi Non Tunai di jajaran 
kepala daerah sebagai pembuat keputusan 

hingga kejajaran pelaksana kebijakan. 
Sedangkan Faktor Penghambat dari 
Implementasi Kebijakan Transaksi Non 
Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 
Kabupaten Jayapura masih terdapat 
kekurangan dalam penerapan transaksi non 
tunai, sehingga pegawai belum sepenuhnya 
memahami Sistem Transaksi Non Tunai 
dan sebagian masyarakat masih belum 
mengerti karena sosialisasi yang dilakukan 
belum menyeluruh. 

 
REKOMENDASI  

Rekomendasi dari hasil penelitian 
ini adalah pertama masih di perlukan 
sosialisasi secara menyeluruh terutama 
kepada pegawai BKPSDM Kabupaten 
Jayapura yang masih banyak tidak 
mengetahui perubahan sistem dari 
transaksi tunai ke transaksi non tunai. Kedua 
memberikan pelatihan kepada pengelola 
keuangan dikarenakan masih ada pegawai 
pengelola keuangan yang belum 
memahami dalam pelaksanaan penerapan 
transaksi non tunai ini. Ketiga  Diharapkan 
pegawai untuk lebih fokus dalam 
melaksanakan tugasnya sehingga bisa 
meminimalisir kesalahan yang terjadi 
dalam  melaksanakan transaksi baik itu 
dalam melaksanakan transfer maupun 
rekonsiliasi. 
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